BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
Nomor: 41 Tahun 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 11 TAHUN
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Menimbang : a.

Mengingat

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS

bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan melalui Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK), maka perlu segera dilaksanakan.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” di

atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk 11
di Sulawesi (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-undang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional;

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1999 Nomor 7.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2007 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang
pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008
Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Lingkup Pemerintah
Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor
21);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 11 TAHUN
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN MELALUI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK).

Pasal 1
Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui Pengelolaan Sistem [nformasii
Administrasi Kependudukan (STAK).




Pasal 2
Menunjuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selaku Pelaksana Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada pasal 1, dan di Koordinasikan dengan Instansi terkait.

Pasal 3
Hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 20 Desember 2010

BUPATI MAROS

Y M HATE A RAHMAN

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal  : 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS

~-

BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR 41



